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Abstract: This study aims to analyze policy integration and the level 

of public participation in the implementation of coordination meetings 

on public transportation provision in Southeast Sulawesi Province as 

a strategic effort to improve the quality of land transportation 

services. This coordination meeting was held on December 3, 2025, 

involving various stakeholders, including the Southeast Sulawesi 

Provincial Transportation Agency, the Regency/City Transportation 

Agency throughout Southeast Sulawesi, Perum DAMRI, and the 

Passenger Transportation Legal Entity. The research method used 

was descriptive qualitative with a policy and institutional analysis 

approach, supported by data from discussions, meeting minutes, and 

related policy documents. The results showed that the coordination 

meeting activities were able to strengthen policy understanding 

between agencies, increase the effectiveness of institutional 

coordination, and encourage synergy between the role of the 

government and transportation business actors. In addition, this 

forum also played a significant role in formulating joint strategies to 

improve the quality of public transportation services, including 

aspects of route planning, service standards, and operational 

sustainability. Through a structured coordination mechanism and 

discussion, each party gained a more comprehensive understanding 

of their respective roles, authorities, and responsibilities in the 

implementation of regional transportation. Thus, this coordination 

meeting is an important instrument in supporting collaborative and 

public service-oriented transportation governance. 

Keywords: Collaboration; 

Coordination Meeting; Public 

Transportation; Transportation 

Services; Transportation. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kebijakan serta tingkat partisipasi publik dalam pelaksanaan 

rapat koordinasi penyediaan angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya strategis dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 

2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Perum DAMRI, serta Badan Hukum 

Angkutan Penumpang. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis 

kebijakan dan kelembagaan, yang didukung oleh data hasil diskusi, notulensi rapat, serta dokumen kebijakan 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rapat koordinasi mampu memperkuat kesepahaman 

kebijakan antarinstansi, meningkatkan efektivitas koordinasi kelembagaan, serta mendorong sinergi peran antara 

pemerintah dan pelaku usaha transportasi. Selain itu, forum ini juga berperan penting dalam merumuskan strategi 

bersama untuk peningkatan kualitas layanan angkutan umum, termasuk aspek perencanaan rute, standar 

pelayanan, dan keberlanjutan operasional. Melalui mekanisme koordinasi dan diskusi yang terstruktur, setiap 

pihak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawab 

masing-masing dalam penyelenggaraan transportasi daerah. Dengan demikian, rapat koordinasi ini menjadi 

instrumen penting dalam mendukung tata kelola transportasi yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan 

publik. 

 

Kata Kunci: Angkutan Umum: Kolaborasi: Rapat Koordinasi: Transportasi: Pelayanan Transportasi. 
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1. PENDAHULUAN  

Transportasi darat memegang peran utama dalam menunjang mobilitas penduduk dan 

distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada daerah yang belum memperoleh 

layanan memadai dari moda transportasi lain seperti perkeretaapian dan transportasi laut 

reguler (Astuti et al., 2023; Marlina & Natalia, 2017; Rahayu & Martini, 2022). Peran strategis 

transportasi darat tidak hanya mendukung konektivitas antarwilayah, tetapi juga berkontribusi 

signifikan terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan dinamika ekonomi masyarakat 

(Kadarisman et al., 2016). Walaupun memiliki peran strategis, penyelenggaraan angkutan darat 

masih dibayangi oleh berbagai persoalan teknis, kelembagaan, dan kebijakan, terutama dalam 

pelayanan angkutan umum yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-

hari. 

Beberapa persoalan mendasar dalam penyediaan angkutan umum di banyak daerah 

adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya sistem perizinan, rendahnya 

pemanfaatan terminal, serta ketidakteraturan operasional angkutan antar kota dalam provinsi 

(AKDP) (Arruan et al., 2025; Syaiful et al., 2024). Perubahan perilaku pengguna jasa yang 

cenderung menginginkan layanan angkutan yang lebih fleksibel, ditambah dengan hadirnya 

angkutan berbasis aplikasi, turut memperbesar kompleksitas pengelolaan angkutan umum di 

daerah (Afdhila, 2024; La Ode et al., 2024). Kondisi ini menuntut pendekatan tata kelola sektor 

transportasi yang lebih kolaboratif, adaptif, dan terintegrasi lintas pemerintahan serta pelaku 

usaha (Purwita et al., 2025). 

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, penyelenggaraan angkutan umum, khususnya angkutan 

penumpang dan angkutan barang antar kota dalam satu provinsi, masih menghadapi tantangan 

berupa rendahnya kepatuhan perizinan, belum optimalnya pendataan trayek dan armada, serta 

keterbatasan pengawasan terpadu (Mahdar et al., 2023). Permasalahan tersebut tidak hanya 

berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan 

tingkat keselamatan, efektivitas distribusi barang, dan daya saing ekonomi wilayah. Selain itu, 

keterbatasan anggaran pengawasan serta minimnya sinergi operasional antar pemerintah 

daerah menyebabkan upaya penertiban dan pembinaan angkutan umum belum berjalan secara 

maksimal (Fadhillah et al., 2024; Raihan et al., 2025). 

Dalam hal tersebut, penguatan tata kelola melalui Rapat Koordinasi Penyediaan 

Angkutan Umum menjadi langkah strategis dan relevan (Wibowo, 2020). Kegiatan ini 

dirancang sebagai forum konsolidasi kebijakan, pertukaran informasi lapangan, serta 

penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, UPTD teknis, 

BUMN transportasi, dan pelaku usaha angkutan. Rapat koordinasi tidak hanya berfungsi 
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sebagai sarana komunikasi kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas 

pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi bersama terhadap permasalahan 

penyelenggaraan angkutan umum di wilayah Sulawesi Tenggara (Satyadharma et al., 2024). 

Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam penyelenggaraan 

transportasi daerah (Satyadharma & Susanti, 2024; Sentanu & Yustiari, 2024). Pemerintah 

Provinsi berperan sebagai regulator dan koordinator utama, pemerintah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana layanan di wilayah masing-masing, sementara operator angkutan bertindak sebagai 

penyedia jasa transportasi kepada masyarakat (Nuhun et al., 2024). Integrasi kebijakan yang 

efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepatuhan 

terhadap regulasi, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana terminal, serta 

mendorong terciptanya sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan. 

 

Gambar 1. Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum. 

Sumber : Dishub Sultra (2025). 

Tujuan utama pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum ini adalah 

meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap 

penyelenggaraan angkutan umum yang tertib dan berkualitas, mendorong harmonisasi 

kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, 

mengidentifikasi berbagai permasalahan lapangan yang dihadapi dalam pengelolaan angkutan 

umum, serta merumuskan rekomendasi bersama sebagai dasar penguatan tata kelola 

transportasi darat di tingkat provinsi yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. 
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2. METODE  

Rancangan metode pelaksanaan kegiatan disusun untuk membangun pemahaman yang 

menyeluruh sekaligus memperkuat komitmen bersama di antara seluruh pemangku 

kepentingan. Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut: 

a. Rapat Koordinasi Teknis 

Rapat koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas Perhubungan Provinsi, 

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Perum Damri, serta perwakilan asosiasi operator 

angkutan. Forum ini difokuskan pada pembahasan permasalahan penyelenggaraan 

angkutan penumpang, berbagai tantangan implementasi kebijakan, serta klarifikasi 

pembagian kewenangan dalam pengelolaan transportasi darat. 

b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) 

Diskusi kelompok terarah dilaksanakan untuk menggali permasalahan di lapangan, 

mengidentifikasi hambatan operasional, serta menampung aspirasi dari masyarakat dan 

operator angkutan. Selain itu, FGD menjadi sarana perumusan alternatif solusi dan 

rekomendasi yang bersifat aplikatif dan realistis. 

c. Perumusan Masukan dan Rekomendasi 

Seluruh masukan, hasil temuan, dan analisis yang diperoleh selama kegiatan selanjutnya 

disusun secara sistematis menjadi rekomendasi bersama sebagai dasar tindak lanjut 

kebijakan dan implementasi di lapangan. 

 

3. HASIL DAN DISKUSI 

Diskusi yang berkembang dalam FGD memperlihatkan bahwa permasalahan angkutan 

antar kota dalam provinsi (AKDP) tidak bersifat parsial, melainkan sistemik dan berakar pada 

struktur tata kelola transportasi secara nasional. Perubahan pola perilaku penumpang yang 

semakin mengutamakan fleksibilitas, kecepatan, dan kenyamanan mendorong terjadinya 

pergeseran preferensi dari layanan angkutan konvensional menuju layanan yang lebih 

individual dan berbasis aplikasi (Melo et al., 2024). Fenomena ini berdampak langsung pada 

menurunnya tingkat okupansi armada AKDP dan melemahnya posisi terminal sebagai simpul 

utama pergerakan penumpang. Terminal yang seharusnya berfungsi sebagai pusat pelayanan, 

pengawasan, dan pengendalian operasional justru semakin ditinggalkan, sehingga 

memperbesar ruang terjadinya praktik menaikkan dan menurunkan penumpang di luar 

ketentuan yang berlaku (Hasina & Satyadharma, 2023). 

Di sisi lain, lemahnya kepatuhan terhadap perizinan memperburuk kondisi tersebut. 

Banyak armada yang beroperasi tanpa kelengkapan izin trayek, izin operasional, maupun uji 
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kelayakan kendaraan yang memadai (Satyadharma et al., 2025). Hal ini tidak hanya 

mengganggu tertib administrasi, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan pengguna jasa 

dan menurunkan kualitas pelayanan publik. FGD menegaskan bahwa persoalan perizinan tidak 

dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan administratif, melainkan harus 

diintegrasikan dengan pembinaan, edukasi, serta penegakan hukum yang konsisten (Saputra et 

al., 2023). 

Keterbatasan pengawasan menjadi faktor lain yang memperparah permasalahan 

AKDP. Kegiatan pengawasan terpadu memerlukan dukungan anggaran yang besar, koordinasi 

lintas sektor, serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa mekanisme pengawasan yang 

berkelanjutan dan terstruktur, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan cenderung berhenti 

pada tataran normatif tanpa berdampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, serta instansi terkait lainnya 

menjadi kebutuhan mutlak dalam membangun sistem pengawasan yang efektif (Latullah et al., 

2025). 

Respon Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan pemahaman 

atas kompleksitas persoalan tersebut. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan keseragaman kebijakan, 

konsistensi implementasi, serta kejelasan pembagian kewenangan. Optimalisasi fungsi 

terminal sebagai simpul pengawasan dan pelayanan diharapkan mampu mengembalikan peran 

strategis terminal tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai titik 

kontrol keselamatan, ketertiban, dan kualitas layanan angkutan (Hasina & Satyadharma, 2023; 

Prasetyo & Anindita, 2024). 

Lebih lanjut, penguatan sistem perizinan diposisikan sebagai instrumen utama dalam 

menciptakan ketertiban angkutan (Mangunsong, 2025; Salsabilla et al., 2025; Satyadharma et 

al., 2025). Perizinan yang tertib, transparan, dan terintegrasi akan memudahkan pengawasan, 

meningkatkan kepatuhan operator, serta memperkuat perlindungan bagi pengguna jasa 

(Julianti, 2024; Satyadharma, 2024). Sementara itu, pengawasan terpadu yang melibatkan 

kepolisian dan instansi terkait dipandang sebagai mekanisme kunci untuk memastikan bahwa 

setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh 

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Secara keseluruhan, hasil diskusi menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan AKDP 

membutuhkan pendekatan kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis kelembagaan. Tanpa sinergi 

lintas pemerintahan dan pelaku usaha, berbagai upaya perbaikan hanya akan bersifat sementara 

dan tidak mampu menjawab tantangan struktural dalam penyelenggaraan transportasi darat di 
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daerah. 

 

Gambar 2. Foto Bersama peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum. 

Sumber : Dishub Sultra (2025). 

Adapun rekomendasi dari Rapat Koordinasi antar instansi ini melahirkan beberapa 

point diantaranya : 

a. Pendataan dan Penataan Trayek AKDP Terpadu  

Pendataan dan penataan trayek AKDP secara terpadu menjadi dasar perbaikan tata kelola 

angkutan darat (Fadhillah et al., 2024; Hanila & Payana, 2024). Basis data yang akurat 

mengenai armada, trayek, dan legalitas akan meningkatkan efektivitas perencanaan, 

mencegah tumpang tindih layanan, serta memperkuat fungsi pengawasan. Penataan 

berbasis data memungkinkan distribusi armada lebih merata sesuai kebutuhan wilayah, 

meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib 

dan berkeadilan bagi operator maupun masyarakat (La Ode et al., 2024). 

b. Optimalisasi Pengawasan Terpadu  

Pengawasan terpadu yang melibatkan Dishub Provinsi, Dishub kabupaten/kota, dan 

Ditlantas sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi angkutan (Gunawan, 

2020). Sinergi pengawasan memperkuat pembinaan operasional, meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum, serta menekan pelanggaran izin dan keselamatan (Laode et al., 2025). 

Model ini mendorong konsistensi implementasi kebijakan di lapangan, membangun 

disiplin operator, serta meningkatkan perlindungan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan angkutan umum. 

c. Penguatan Kesepahaman Kebijakan sebagai Penggerak Ekonomi  

Kesepahaman kebijakan antar pemangku kepentingan memperkuat peran transportasi 
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sebagai penggerak ekonomi daerah (Lestari et al., 2025). Sinkronisasi kebijakan mencegah 

tumpang tindih kewenangan, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan mobilitas 

masyarakat, serta mendukung pengembangan sektor produktif dan pariwisata. Transportasi 

tidak hanya berfungsi sebagai layanan publik, tetapi sebagai infrastruktur strategis yang 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah (Bénichou, 

2024; Polyzos & Tsiotas, 2020). 

 

4. KESIMPULAN  

Kegiatan ini terbukti mampu memperkuat kesepahaman kebijakan antar pemangku 

kepentingan, meningkatkan efektivitas koordinasi kelembagaan, serta merumuskan strategi 

bersama dalam rangka peningkatan kualitas layanan transportasi darat di Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Melalui forum koordinasi dan diskusi yang terstruktur, setiap pihak memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawab 

masing-masing dalam penyelenggaraan transportasi daerah. Proses ini tidak hanya 

memperbaiki komunikasi antarlembaga, tetapi juga membangun kepercayaan dan komitmen 

kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan transportasi secara kolaboratif. Sinergi multi-

stakeholder yang terbentuk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem transportasi 

yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik, hasil kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan peran transportasi 

sebagai penggerak ekonomi daerah dan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan. 
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